BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 29/ /2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI TABALONG NOMOR 188.45/28/2025

Menimbang

Mengingat

TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT
KEBUPATEN TABALONG PERIODE 2025-2028

BUPATI TABALONG,

bahwa menindaklanjuti surat dari Human Resources
Department Head PT Adaro Indonesia Nomor 0909/AIl-
HRGA/VI/2025 tanggal 24 Juni 2025, Hal Surat Pengantar
Perubahan Nama Anggota Forum Tripartit dan Dewan
Pengupahan Perwakilan OPA dan surat dari Ketua Organisasi
Pekerja Adaro/OPA Nomor 03.2/SPm/OPA/VI/2025 tanggal 10
Juni 2025 perihal Perwakilan Pengurus OPA di Forum Tripartit
dan Dewan Pengupahan, perlu melakukan Perubahan Atas
Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/28/2025 tentang
Pembentukan Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten
Tabalong Periode 2025-2028;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
Tabalong;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9),
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat [I Di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat
Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3989);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik
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Indonesia Nomor 4278), sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja
dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 24,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4862),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang
Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama
Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6020);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan
Menteri Dalam Negeri Nomor Per.04/Men/I11/2010-Nomor 17
Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Peningkatan Peran
Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
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11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 2 Tahun 2024
tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 2);

12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun
2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor
69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025
Nomor 17);

Memperhatikan : 1. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1990 tentang
Konsultasi Tripartit Untuk Meningkatkan Pelaksanaan
Standar Perburuhan Internasional;

2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor
Kep-201/Men /2001 tentang Keterwakilan Dalam
Kelembagaan Hubungan Industrial;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan

KESATU . Ketentuan dalam  Keputusan Bupati Tabalong Nomor
188.45/28/2025 tentang Pembentukan Lembaga Kerjasama
Tripartit Kabupaten Tabalong Periode 2025-2028 yang telah
ditetapkan pada tanggal 6 Januari 2025, diubah sebagai berikut:

- Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga berbunyi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung |
pada tanggal <2/ (7 RE SRS,

BUPATI TABALONG,

U MUHAMMAD NOOR RIFANI{

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Kalimantan Selatan di Banjarmasin.

2. Bupati Tabalong di Tanjung (sebagai laporan)

3. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.




LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 29\ /2025

TANGGAL 7,

™ Zas

SUSUNAN KEANGGOTAAN LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT
KABUPATEN TABALONG PERIODE 2025-2028

NO

JABATAN DALAM

JABATAN DALAM

PERANGKAT DAERAH
ORGANISASI/SERIKAT

DINAS/NAMA KELEMBAGAAN PEKERJA
. Ketua Pemerintah Kabupaten
1. | Bupati Tabalong Tabalong
5 Kepala Dinas Tenaga Kerja Wakil Ketua Dinas Tenaga Kerja
" | Kabupaten Tabalong Kabupaten Tabalong
Asosiasi Pengusaha
3. | Muhammad Rasyid, S.AP Wakil Ketua Indonesia (APINDO)
Kab.Tabalong
4. | Syahrul.S Wakil Ketua DPC FSP KEP KSPI
5. | Kepala _ Bidang 'Hubung:.:m Sekretaris Difies Tecags Kot
Industrial dan Jaminan Sosial
; Kabupaten Tabalong
Tenaga Kerja
6. | Kepala Bidang Kewaspadaan Badan Kesatuan
Nasional dan Penanganan — Kebangsaan dan Politik
Konflik gegota Kab.Tabalong
Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset d
7. | Kepala Bidang Pemerintahan Anggota e : ot
dan Pemb M R Inovasi Daerah Kabupaten
an Pembangunan Manusia Tabalong
Dinas Koperasi, Usaha
’ _ 5 Kecil Menengah,
3. Kepala Bidang Perindustrian Anggota Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten
Tabalong
9. | Analis Bahan Penyelesaian Anggota Dinas Tenaga Kerja
Perselisihan Hubungan Kabupaten Tabalong
Industrial Bidang Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja
10. | Fahrul Rizani, S.E. Anggota APINDO Kabupaten
Tabalong
11. | Hendro Ravelly Mebas Anggota APINDO Kabupaten
Tabalong
12. | Fecky Ronal Umboh Anggota APINDO Kabupaten
Tabalong
13. | Armadi Anggota APINDO Kabupaten

Tabalong




14. | Genta Pramadhona, S.IP Anggota KADIN Kabupaten
Tabalong
15. | Devi Lesmana Anggota KADIN Kabupaten
Tabalong
16. | Faiz Fazlurrachman Anggota Organisasi Pekerja Adaro
(OPA)
17. | Lisanuddin Anggota DPC KSPSI Kab. Tabalong
18. | Muhammad Riyadi Anggota Pengurus DPC FSP KEP
KSPI
19. | Edy Nuryanto Anggota Serikat Pekerja Mandiri PT
Saptaindra Sejati
20. | Ahmad Rifa’i Anggota Serikat Pekerja Cakra
Lestari PT Astra Agro
Lestari-1
21. | Aditya Yuniar Arisandy, A.Md Anggota Serikat Pekerja PT

Tanjung Power Indonesia

BUPATI TABALONG,

L

MUHAMMAD NOOR RIFANI "{




